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ARAHAN PRESIDEN TERKAIT PRODUK DALAM NEGERI

“Kita enggak usah muluk-muluk ya, dibelokkan 40% saja, 40% persen
saja, itu bisa men-trigger growth economy kita, pertumbuhan ekonomi
kita yang pemerintah dan pemerintah daerah bisa 1,71 persen, yang
BUMN 0,4 persen. [Pemerintah] 1,5 – 1,7 persen, yang BUMN-nya 0,4
persen.

Ini kan 2 persen lebih enggak usah cari kemana-mana, tidak usah cari
investor. Kita diam saja. Tapi kita konsisten membeli barang yang
diproduksi oleh pabrik-pabrik kita, industri-industri kita, UKM-UKM
kita. Kok enggak kita lakukan? Bodoh sekali kita kalau enggak
melakukan ini, malah beli barang-barang impor.”

Arahan Presiden RI Joko Widodo
Pada acara aksi afirmasi bangga buatan dalam negeri di Bali 25 Maret 2022

https://setkab.go.id/arahan-presiden-republik-indonesia-kepada-menteri-kepala-lembaga-kepala-daerah-dan-bumn-tentang-aksi-afirmasi-bangga-buatan-indonesia-di-
hotel-grand-hyatt-nusa-dua-provinsi-bali-25-maret-2/
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Pasal 66 Perpres 12/2021:
Kementerian, Lembaga, dan Perangkat
Daerah wajib menggunakan PDN,
termasuk rancang bangun dan
perekayasaan nasional.

Pengadaan barang/jasa pemerintah wajib
menggunakan produk dalam negeri

Pasal 86 UU 3/2014:
Mewajibkan untuk menggunakan produk dalam
negeri dalam setiap pengadaan barang/jasanya
(K/L/PD/BUMN/BUMD/BUSwasta/Mengusahakan
sumber daya yang dikuasai negara)

Pasal 61 PP 29/2018:
Kewajiban menggunakan produk dalam
negeri dengan nilai TKDN minimal 25%
apabila telah terdapat produk dalam
negeri dengan penjumlahan nilai TKDN
dan BMP paling sedikit 40%

Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri lainnya terangkum dalam peraturan perundang-undangan terkait

UU
3/2014

tentang
Perindustrian

PP
29/2018
tentang

Pemberdayaan Industri

Perpres
16/2018 jo 12/2021

tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Bobot Manfaat Perusahaan
(BMP)
Nilai penghargaan yang diberikan
kepada Perusahaan Industri
yang berinvestasi dan
berproduksi di Indonesia.
(Pasal 1 PP 29/2018)

DASAR HUKUM KEWAJIBAN PENGGUNAAN
PRODUK DALAM NEGERI
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PERUBAHAN KEBIJAKAN BELANJA PEMERINTAH RI

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. PemalangBagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Pemalang



PLATFORM BELANJA PEMERINTAH
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*) ada 41 marketplace



ETALASE PRODUK YANG DISEDIAKAN UNTUK PEMDA
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1. Alat Tulis Kantor
2. Bahan Material
3. Bahan Pokok
4. Servis Kendaraan
5. Pakaian Dinas dan Kain

Tradisional
6. Aspal
7. Beton Ready Mix
8. Jasa Kebersihan
9. Jasa Keamanan

10. Makanan dan Minuman
11. Seragam Sekolah
12. Souvenir
13. Hewan Ternak
14. Beton Precast
15. Jasa Pengelolaan

Sampah
16. Alat dan/atau Mesin

Pertanian
17. Belanja Media



Point Optimalisasi Pelibatan Pelaku Usaha pada Platform
Belanja Pemerintah (Katalog Elektronik dan Toko Daring)
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Pendampingan Proses Kepemilikan Akun Penyedia

• Pelaku Usaha yang berminat perlu memiliki Akun (Data Diri
Elektronik) terlebih dahulu sebelum aktif menjual produknya pada
Katalog Elektronik

• Proses kepemilikan Akun Penyedia dapat diperoleh melalui akses
laman LPSE Kabupaten Pemalang http://lpse.pemalangkab.go.id
atau mengunjungi layanan kantor Unit Kerja Pengadaan
Barang/Jasa (UKPBJ) Kab. Pemalang (Bagian PBJ)



Point Optimalisasi Pelibatan Pelaku Usaha pada Platform
Belanja Pemerintah (Katalog Elektronik dan Toko Daring)
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• Pelaku Usaha yang telah memiliki Akun dan memenuhi Persyaratan
Perijinan sesuai dengan nomor KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan
Usaha Indonesia) dapat melakukan pendaftaran dan input produk
pada Katalog Elektronik melalui berbagai pilihan etalase pada
laman https://e-katalog.lkpp.go.id/pengumuman.

• Selain Katalog Elektronik, Pelaku Usaha/Merchant yang berminat
dapat menayangkan produknya pada Toko Daring melalui Mitra
Toko Daring yang petunjuk lebih lanjutnya dapat diakses melalui
https://tokodaring.lkpp.go.id/

Pendampingan Proses Pendaftaran dan Penayangan Produk



DASAR HUKUM KEWAJIBAN PENGGUNAAN
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Perkembangan Freeze/Pembekuan Produk Impor
yang Telah Memiliki Substitusi PDN
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12.061

2.058

1.442

Jumlah Produk Freeze
dan Turun Tayang 15.561

Aksi
Afirmasi
PDN

Anomali
Produk

Anomali
Harga78%

13%

9%Terdiri dari
• 7.048

Produk Alat
Kesehatan

• 285 Produk
Obat



PROGRAM BLANGKON JATENG
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DASAR HUKUM
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INSTRUKSI GUBERNUR JATENG NO. 4 TAHUN 2021
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